BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWES] TENGGARA

PERATURAN BUPAT] KONAWE
NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTARG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE

Memmbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

bahwa untuk menghasilkan lavanan informasi dan
dokumentasi vang  berkualitas di lingkungan
Femerintah  Daerah Kabupaten Konawe dalam
penyelenggaraan pemerintahan vang baik, transparan,
efektifl dan  efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan perlu  adanyva pengaturan
mengenai  Pengelolaan Pelayanan Informasi  dan
Dokumentasi;

bahwa untuk melakasanakan ketentuan Pasal 6 Ayal (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedaman Pengelolaan Pelavanan Infarmast dan
Dokumentasi, Pemerintah Daerah melaksanakan
Pengelolaan Pelavanan Informasi dan Dokumentasi
dengan  membentuk dan menetapkan  dalam
Pengaturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Konawe;

Pasal I8 ayvat [6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi {Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
18232);
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3. Undang-Undang Nemor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang MNomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 6801),

4, Undang-Undang WNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
{Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020
Momor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573),

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Infermasi  Publik  |[Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesi:
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
hearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071,

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomeor 14 Tahun 2008
tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Diaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402},

PAl AF KOOR r“w'r#“- uran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019
LR LA g Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

nik (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Menetapkan

11.

12.

13.

14,

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036,
schagaimana tclah diubah dengan Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian  Dalam Negeri  dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 157);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi dan Dokumentasi
Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 272},

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi dan
Dokumentasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 649);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor & Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranghkat
Naerah  Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Dacrah HKabupaten Kooewe Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten
konawe Tahun 2021 Nomor 257).

MEMUTUSKAN:

FERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN
FELAYANAN INFORMAST DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KONAWE

BAB |
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.

2. Pemerintah [Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupau adalah Bupati Konawe.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya discbut OPD adalah unsur pembantu

Kepala Daerah dan DPRD dalam penyel
vang menjadi kewenangan daerah.
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Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tandatanda yvang
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannva vang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi  informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun
nonelektronik.

Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan
pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi
publik

Informasi Publik adalah informasi vang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan
dengan  penyvelenggara dan  penyelenggaraan negara dan/atau
peryelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi
lain yang berkaitan dengan Repentingan publik.

Badan Publik adalah Pemerintah Kabupaten dan DFRD, atau organisasi
nonpemerintah sepanjang schagian atau scluruh dananya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah, sumbangan masvarakat,
dan/atau luar negeri.

Pejabat Publik adalah orang vang ditunjuk dan diberi tugas untuk
menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.

. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi vang selanjutnva disingkat
PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan,
pendokumentasian, penvimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi,
dan pelavanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu,

- Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjuinya disingkat
PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

- PFID Utama adalah pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi
pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau kehumaszan;

3. PPID Pembantu adalah pejabat struktural vang bertanggung jawab dalam
pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan,
penvediaan, distribusi dan pelayanan informasi di lingkungan SKPD;

. Standar Operasional Prosedur vang selanjutnyva disingkat SOP adalah
serangkatan petunjuk  tertubis  yang dibakukan mengenai proses
penyelenggaraan tugas-tugas FPID,

- Daftar Informasi dan Dokumentas: Publik vang selanjutnya disingkat DIDP
adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh
mformasi dan dokumentasi publik vang berada dibawah penguasasan
Rementerian Dalam  Negeri dan  Pemerintah Daerah tidak termasuk
informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.

. Ruang Pelayanan Informasi vang selanutnya disingkat RPI adalah
merupakan tempat pelayvanan informasi publik dan berbagai informasi
lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penvampaian informasi
publik,

Sistem Informasi Publik vang selanjunya disingkat SIP merupakan sistem
penyediaan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan pasal
13, ayat (1], huruf b, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,
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18. Laporan Lavanan Informasi dan Dokumentasi selanjutnva disingkat LLID
adalah laporan yang berisi gambaran umum kebijakan teknis informasi
dan dekumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dan
rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kuliatas
pelayanan informasi dan dekumentasi.

19. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa vang terjadi antar Badan
Publik dan pemohon informasi Publik danfatau pengguna informasi publik
vang berlkaitan hak untuk memperoleh dan/atau menggunakan informasi
publik berdasarkan peraturan perundang-undang.

20. Orang adalah perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau badan
publik.

21. Pengguna Informasi Publik adalah crang yang menggunakan informasi
publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

22. Pemohon Informasi pubhk adalah warga Negara dan/atau badan hukum
Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana
diturdalam peraturan perundang-undanggan.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, vaitu
Lranspararn, elektil dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan.

b, Meningkatkan pengelolaan dan pelavanan informsasi dan dokumentasi di
pemerintah  Daerah  untuk menghasilkan  layanan informasi  dan
dokumentasi vang berlkulitas,

BAEB I
ARSES INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI

Pasal 3

(1} Informasi Publik pemerintah daerah bersifat terbuka dan dapat diakses
oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi vang dikecualikan
bersifat ketat, terbatas dan rahasia;

(2} Informasi dipemerintah Daerah dapat diperoleh pemohon informasi publik
dengan cepat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah;

[3} Informasi pubhk vang dikecualikan sebagaimana dimaksud ayat (1] sesuai
dengan kepatutan, kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan;

(4} Informasi publik yang dikecualikan sebagimana dimaksud pada ayvat (1)
ayat (2} dan ayat (3] didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang
timbul apabila suatu  informasi diberikan kepada masyarakat dan
perumbangan vang seksama bahwa menutup informasi publik dapat
melindungi kepentingan vang lebih besar dari pada membukanva atau
sebalilknya.

e —

=



(1)

12

(1)

2]

1]

12]

13
4

BAB 1l
HAK DAN KEAWJIBAN

Baman Kesatu
Hak

Pasal 4

Pemerintah Daecrah berhak menolak membeérikan Informast dan

dokumentasi yvang dikecualikan dan tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan seperti |

a. [Informasi dan dokumentasi yang membahayakan Negara;

b. Informasi dan dokumentasi vang berkaitan dengan kepentingan
perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat ;

¢,  Informasi dan dokumentasi vang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

d. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
dan/atau

e.  Informasi vang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Informasi dan dokumentasi yvang dikecualikan sebagaimana yvang
dimaksud pada ayat (1] diagjukan oleh PPID Pembantu kepada PPID Utama
untuk selanjumya dietapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 5

Pemerntah  Daerah  wajib  menyvediakan, memberikan dan/atau
menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannva
kepada pemohon informasi publik, selain informasi vang dikecualikan
gesual dengan peraturan perundang-undangan;
Untuk melaksanakan kewajiban sebagimana yang dimaksud pada ayat (1)
Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengembangkan sistem
informasi dan dokumentasi pengelolaan informasi publik vang dapat di
akses dengan mudah.

BAB [V

PPID

Pasal 6

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dekumentasi dilaksanakan cleh
pemeriniah daerah sebagai badan hukum publik dengan membentuk dan
menetapkan PPID,

PHID sebagamana dimaksud ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang
membidangi tugas dan fungsi pelavanan informasi dan /atau Kehumasan.
Untuk mendukung kegiataan kelembagaan PPID dibentuk PLID,

PPID sebagaimana dimaksud pada ayat [2) merupakan PPID Utama pada
PLID.
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Pasal 7

PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Susunan PLID di lingkungan pemerintah Daerah ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB V
KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal ©

(1) PPID Utama dilingkungan pemerintah daerah dibantu oleh PPID Pembantu
yang berada di lingkungan perangkat daerah dan/atau Pejabat Fungsional;

(2) PPID Utama sebagaimana dimaksud ayat (1) dikepalai oleh Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati;

(3} PPID Pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Sekretaris
Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan
dan/atau Pejabat Fungsional yang selanjutnya ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewenangan

Paragraf 1
PPID Utama

Pasal 10

PPID Utama bertugas :

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan Dokumentasi;

b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;

c. Mengkoordinasikan dan mengkosolidasikan pengumpulan bahan informasi
dari PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional;

d. Menyimpan, mendokumentasikan, meyediakan, memberi pelayanan

informasi kepada publik;

Melakukan verfikasi bahan informasi publik;

Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan,;

Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
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Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas
pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yvang dilakukan oleh
PPID Pembantu;

Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau
sesual kebutuhan;

Mengesahkan informasi dan  dokumentasi vang layak utnuk

dipublikasikan;
Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk
mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan

dolkumentas:; dan
Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi untuk
menangani sengketa vang ditetapkan melalui Keputusan atasan PPID.

Pasal 11

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10,
PPID Utama berwenang :

H.

b.

(1]

Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/kompenen /satuan
kerja yang menjadi cakupan kerjanya;

Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan ppid
pembantu dan/atau pejabat fungsional vang menjadi cakupan kerjanya;
Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat /tidaknva diakses
oleh publik;

Menugaskan PPID pembantu dan/atau  pejabat fungsional untuk
membuat, mengumpulkan scrta memelihara informasi dan dokumentasi
untuk kebutuhan organisasi.

Paragraf 2
PP} Pembantu

Pasal 12

PFID Pembantu bertugas :

a. Memhantu PPID Utama melaksanakan tanggpung jawab, tugas dan
kewenangannya;

b. Menyampaika informast dan dokumentasi kepada PPID Utama secara
berlkala sesuai kebutuhan;

. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai
tugas pokok dan fungsinya;

. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan
dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas
dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima

&. Mengumpulkan, mengolah, dan mengompilas bahan dan data lingkup
komponen pemerintah Daerah/Perangkat Daerah di lingkungan
pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi; dan

[. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelavanan
informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai
kebutuhan,

e w = = |
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(1}

1<)

(1]

2]

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID pembantu

khususnya Sekretanat DPRD bertugas untulk :

a. Menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan
dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;

dan
b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk

menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh
publilk.

BAB VI
KELENGKAPAN PLID

Baman Kesatu
Struktur Organisas:

Pasal 13

Struktur organisasi PLID dilingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :

a. Pembina dijabat oleh Bupati;

b. Pengarah selaku atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah;

¢. Tim pertimbangan, di jabat para Pejabat Eselon ILb di hingkungan
Sekretariat Daerah, seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan Pejabat
yvang menangani bidang hukum;

d. PPID Utama, dijabat oleh Pejabat Eselon 11l yang menangani informasi
dan dokumentosi serta kebhumasan:

e. FPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada Perangkat Daerah vang
mengelola Informasi dan Dokumentasi;

f. Bidang pendukung yang terdird dari sekretariat PLID, Bidang
Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang pelayanan informasi
dan dokumentasi, dan bidang fasilitasi sengketa informasi; dan

g. Pejabat fungsional.

Bagan struktur orgamsasi PLID Kabupaten Konawe tercantum pada
lampiran | yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini,

Bagian Kedua
S0P PPID

Pasal 14

Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh PPID sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

Pedoman mengenai SOF FPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnyva memuat ketentuan sebagai berikut

a. Kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID Utama dan PPID
Pembantu;

b. Kejelasan tentang pejabat vang ditunjuk sebagai pejabat fungsional
dan/atau petugas informasi yvang diperlukan;
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(1]

(2]

{1)

(2]
i3]

(4]

¢. Kejelasan pembagian, tugas, tanggung jawab, kewenangan, Atasan
PPIL, FPID Utama, PPID Pembantu, Bwdang pendukung dan Pejabat
Fungsional,

d. Kejelasan tentang Pejabat yvang menduduki posisi sebagai Atasan PPID
yang bertanggung jawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan vang
diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;

e, Standar layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan
keberataan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

[. Tata cara pembuatan laporan tahunan rtentang layanan informasi
publik

Pasal 15

Jenis-jenis SOP PPID meliputi :

S0P penvusunan daflar informasi Publik;

S0P Pelayanan permohonan informasi Publik;
SOF uji konsekuensi informas: Publik;

S0P penanganan keberatan informasi Publik;
S0P fasilitasi sengketa informas: Publik;

SOP vang dianggap perlu.

3 N - N -

Format SOP tercantum pada Lampiran Il yang merupakan vang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati,

Bagian Ketiga
DIDP

Pasal 16

DIDP sekurang-kurangnyva memuat :

Nomor;

Ringkasan isi informasi;

Pejabat atau unit/satuak kerja vang menguasai informasi;
Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;
Waktu dan tempat pembuatan informasi;

Jangka waktu penyimpanan retensi arsip.

e T P -

DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID Utama.
keseluruhan informasi dan dokumentasi publik vang sudah
dipublikasikan  harus diserahkan di perpustakan di lingkungan
pemerintah Daerah untuk dilestarikan dan diklasifikasi menjadi bahan
pustaka.

Format DIDP sebagaimana mana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada
lampiran 11l yang merupkan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.
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(1)
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{3)

(1)
(2]

(3]

Bagian Keempat
RPID

Pasal 17

RPID terletak di lokasi mudah dijangkau dan dilengkapi dengan sarana
dan prasaranan vang memadai
REPID dikelola oleh Pejabat Fungsional dan /atau Petugas Informasi.

Bagian Kelima
SIDP

Pasal 18

SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk mempermudah akses
pelavanan informasi publik

Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
secara terintegrasi anatara PPID Utama dan PPID Pembantu,

Selain mengembangkan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
Pemerintah Daerah mengembangkan SIDP vang terintegrasi dengan PPID
di lingkungan Pemenntah Daerah

Bagian Keenam
LLID

Pasal 19

LLID wajib dibuat dan disediakan cleh Badan Publik paling lambat 3 {tgg)
bulan setelah pelaksanaan Tahun Anggaran berakhir.
Salinan LLID Pemerintah Daerah sebagaimana vang dimaksud pada avat
(1} disampaikan kepada Sekretaris Kabupaten Konawe.
LLID sekurang-kurangva memuat :
a. Gambaran umum kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan
Pemerintah Daerah; dan
b. Gambaran umum pelaksanaan Informasi Publik, antara Lain :
1. Sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik dimiliki beserta
kondisinya;
2. Sumber daya manusia amg menangani pelavanan informasi publik
beserta Kualiikasinya; dan
3. Anggaran pelavanan informasi serta laporan penggunaanva,

c. Rincian pelayanan informasi publik vang meliputi :

1. jumlah permchonan informasi publik;

2. Waktu vang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan
mformasi publik dengan klasifikasi tertentu;

3. Jumlah permohonan informasi publik vang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnva; dan

4. Jumleh permohonan informasi publik yvang ditolak beserta
alasannya.

A f



(1)
(2)
(3)

(4

d. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik meliputi :

1. Jumlah keberatan yvang diterima,

2. Tangeapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya;

3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke komisi informasi
yang berwenang,

4. Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi komisi mnformasi
yang berwenang dan peklaksanaannya oleh badan publik, jumlah
gugatan vang digjukan kepengadilan, dan hasil putusan
pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik.

e. Kendala internal dan eksternal dalam layanan informasi publik; dan
f. Rekomendasi dan rencana tindak lanjul untuk meningkatkan kualitas

pelavanan informasi.
Pasal 20

LLID merupakan bagian darn informasi publik yvang wajib tersedia setap
agat.

LLID sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1] di umumkan kepada
publik dan disampaikan kepada atasan PPID.

LLID sebagaimana vang dimaksud dalam ayat (2] disampaikan kepada
Bupati oleh atasan FPID.

LLID sebagaimana vang dimaksud dalam ayat (3] akan dilaporkan kepada
Kepala Daerah sebagai bagian dan laporan penyelenggaraan Pemerintah
daecrah

Bagian Keenom

Pendanaan

Pasal 21

Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan

dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VIl
MEKANISME PERMOHONAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 22

Permohonan informasi dan dokumentasi meliputi ;

o B -

Perseorangan;
Kelompok masyvarakat;
Lembaga swadaya masvarakat,

. Organisasi masyarakat,

Partai politik;
Badan publik lainnya. - y — T‘




Pasal 23

Permohonan Informasi dan Dokumentasi waijib memenuhi persvaratan :

i,

Mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yvang berlaku
dan/atau peraturan perundang-undangan

b. Mencantumkan alamat dan nomor telepon yvang jelas;

(1]

(2}

(3}

(4}

&

(&)

(7]

(8}

(4]

. Menvampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang

dibutuhkan;

Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan
dokumentasi vang dapat dipertanggungjawabkan,; dan

Menyatakan kesedizan membayvar biava dan cara pembayaran informasi
vang diminta, sepanjang biaya di kenakan terbilang wajar.

Pasal 24

sotiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk

memperoleh informasi publik kepada pemerintah Daerah terkit secara

tertulis dan tdak tertulis;

FPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi wajib

mencatat nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) , dan alamat pemohaon

informasi publik, subjek dan format informasi serta secara menvampaikan

informasi vang diminta Permohon Informasi Publik;

FPII} Utama dan/atau PFID Pembantu dan/atau Petugas Informasi wajib

mencatat permuntaan informasi publik vang diajukan secara tertulis.

FPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi wajib

memberikan tanda bukt penerimaan permintaan informasi publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), avat (2] dan ayat (3) berupa nomor

pendaptaran pada saat penerimaan diterima,

Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat

elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permi taan.

Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat pengiriman nomor

pendaftaran bersamaan dengan pengiriman informasi.

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diternimanya permintaan, PPID

Utama wajib menvampaikan pemberitahuan tertulis vang berisikan :

a. Informasi yang diminta, berada dibawah penguasaan atau tidak;

b. Penerimaan atau penclakan permintaan atas informasi dengan alasan
sesual dengan peraturan perundang-undangan.

c. Alat penyampaian dan format informasi vang akan diberikan dan
Jatau,

d. Biaya serta secara pembavaran untuk memperoleh informasi vang
diminta.

FPID Utama wajib memberitahukan Badan Publik vang menguasai
informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada
dibawah penguasaannya dan Badan Publik vang menerima permintaan
mengetahul keberadaan informasi yang diminta.

Dalam hal permintaan diterima seluruhnyva atau sebagian dicantumkan
materi informasi yvang akan diberikan.

STTCTR
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(10) Dalam hal suatu dekumen mengandung maten yang dikecualikan sesuai

peraturan  perundang-undangan, maka informasi yvang dikecualikan
tedebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.

(11} Pemerintah Daerah dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan

(1]

(<l

(1)

(2)

(3)

(1]

pemberitahuan sebagaimana vang dimaksud pada ayal (7), paling lama 7
(tujuh) han kerja berikutnyva dengan memberkan alasan tertulis.

BAR VIII
KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 25

Setiap Pemohon Informasi publik dapat mengajukan keberatan tertulis

kepada atasan PPID berdasarkan alasan berlout ;

a. Penoclakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan Sebagaimana
dalam Pasal 24 avat (¥);

b. Tidak disediakannva informasi dan diumumkan secara berkala

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 undang-undang nomor 14 tahun

2008 tentang keterbukaan informasi publik:

Tidak ditanggapinya informasi publik;

Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana vang diminta;

Tidak dipenuhinya permintaan informasi;

Pengenaan biaya vang tidak wajar; dan /atau

Penyampeaian nformasi yang melebim waktu yvang diatur dalam

undang-undang tentang keterbukaan informasi publik.

moe R

Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf
g dapat diselesaikan secara musvawarah kedua belah pihak.

Fazal 26

Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana vang
dimaksud paada Pasal 26 ayat (1).

Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh
pemohon informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak diterimahnya keberatan secara tertulis.

Alasan tertulis di sertakan bersama tanggapan apabila atasan PPID
menguatkan putusan yang ditetapkan aleh bawahannva.

Bagian Kedua
Fasilitasi Sengketa Informasi
Pasal 27

Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi
Informasi Provinsi sesual dengan kewenangannyva apabila tanggapan
Atasan PPID dsalam proses tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

Al



(2) Upava penyelesaian sengketa informasi Publik diajukan dalam walktu
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan
tertulis Dari Atasan PFID.

Pasal 28

(1) Mekanismen dan tata cara penyelesaian sengketa Informasi dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Awmsan PPID menetapkanTim Fasilitasi Scngketa Informasi untuk
mengupayakan penyelesman sengketa informasi, yang dibentuk oleh FFPID
Urtama.

(3) Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID Utama beranggotakan
PPID Pembantu terkait, Pejabat yang menangani bidang Hukum, pejabat
fungsional dari pihak lain bila dipandang perlu.

(4) PPID Utama melaksanakan fasilitasi menangani sengheta informasi dengan
melakukan koordinasi dasn konsolidas) bersama PPID Pembantu terkait,
Pejabat vang menangani bidang Hukum, pejabat fungsional dari pihak lain
bila dipandang perlu.

(9] Mekanisme kerja Tim Fasilitasi penanganan sengketa informasi diatur oleh
Tim berdasarkan arahan Atasan PPID Utama.

(6) Tim melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketn
informasi kepada Atasan PPID,

BAB X
KEETENTUAN FENUTUP
Pasal 29
Peraturan Bupati ini mula berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan
Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada Tanggal, 3 paermQen. 2022

BUPAT]| KONAWE,

Disahkan di Unaaha
Pada tanggal, 20 DSB8 5005 . 4

SEKRETARIS DAERAH - p e
Gekde .. rg

FEALEN KONAWE
oy
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DAN DOKUMENTASI DI

LINGRKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KONAWE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PLID KABUPATEN KONAWE

PEMBINA
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i i Pejabat Eselon 1l Setda Kab.Konawe
Sekretaris Daerah A
PRITY Pimpinan Perangkat Dacrah dan
. Selaku Atasan Pejabsal yang menangani Bidang Hukum
|
PPID Utama Pejabat Eselon 111
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I
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I
I I I |
Ridang Hidang Bidang Bidang
Pendukung Penolahan Data dan Pelayanan Informas Fasililasi Sengketa
Sekretariai PLID Klasifikasi Informasi dan dokumentasi I
I I L | [
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LAMPIEAN [1 PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR 72 TAHUM wil

TANGGAL g0 DERsmOEl Zall

TENTANG fPEDNOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTAS]I PEMERINTAH DAERAI KABUPATEN KONAWE

ETANDAR OPERASGIONAL PROSEDUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOHUMENTAS]

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

| Nomor SOP .
- Tgl Pembustan o
| Tal Revisi N S = T —
Tgl Efektif —
Ihsahkan Oleh ==
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EABUTAIEN RORAWE Nama SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN
I DOKUMENTASI PUBLIK
"Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana —
[ S a - 1. Mampu mengoperasikan Komputer
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 2 Pendidikan Minimal SMA sederajat
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 _}. R ,
4, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Bt it il |
5, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 2 , s
f. Peraturan Komisi Informasi Nomor | Tahun 2013 . &I/‘ |




 Keterkaitan Peralatan Kelengkapan
1. Kemputer/Lektop
1. SOP Pelayanan Informasi Publik 2. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2. S0P Uji Konsekuensi Informas: Publik 3. Term Of Reference
3. S0P Penangan Keberatan [Informasi Publik 4. Alat Tulis Kantor
4. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi 5. Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan Dalam Bentuk Softcopy dan Hardcopy

_PARAF KOORDINAST |

ey |




2.

Uraian Prosedur Pelaksana Pendukung
PFPID PPID Ataszn
Pembanty| Utama | PPID Kelengkapan Waltu Output

Mengumpulkan  informasi  dan 1. Undang-Undang Nomor | Secara DIDP vang telah
dokumentasi yang berkualitas dan . 14 Tahun 2018 Berkala, Serta | dikumpulkan |
relevan dengan tupoksinve masing- _‘,) 2. Undang-Undang Nomor Merta dan dari kompanen
masing komponen di pemerilahan B | 25 Tahun 2000 Setiap Saml Perangkat |
Dacrah Kabupaten HKonawe ek Dacrah

VANE diproduksi sendiri, 3. }Jﬂﬂﬂﬂﬂ-UnﬂﬂﬂE Nomor

dikembangan , maupun  yang | | 23 Tahun 2013 |

dikirim ke pihak lain, vang berupe 4. Peraturan Pemeriniah

artis statis, maupun dinamis, arsip MNomor 61 Tahun 2010

aktil maupun arsip inaktif dan arsip 5. Peraturan Komisi

vital yang dikuasal. Indormaz yang Informasi Nomor 1

dilakukan meliputi jenis dokumen, Tahun 2010

nanggung jawab  pembuatan, o

ﬁaklugg:n tempat pembuatan, serta 6. Peraturan Komisi

informasi vang tersedin  dalam Informasi Nomor 1

Hardeopy dan  Softcopy. Format Tahun 2013

penghisian  dalam  pengumpilan

informasi  dan dokumentasi di

masing- masing komponen di

pemeritahan  Dacrah  Kabupaten

honawe
" Mengklarifikasikan ~ seluruh . Undang-Undang Nomer | Secara | DIDP yang telah
Informasi dan dokumentasi Yang 14 Tahun 2018 Berkala, Serta | di klarifikasi
telah dikumpulkan 2. Undang-Undang Nomor = Merta dan kebenarannya
mengidentifikasikannya 25 Tahun 2009 Setiap Saat

berdasarkan  sifal  imformasi  dan 3. Undang Undang Nomor

dokumentasi  selain  itu  juga 23 Tahun 2013

mengklasifikasikan informasi dan 4. Périt o B e - -
dukumentasi vang dikecuaikan e u.m.n IE‘““ y ;

klategori sebagimana vang (elah | Nomor Tahun 2010 = ———

ditetapkan melalui UUD No.14 5. Peraturan Komisi

Tahun 2008 Pasal 17 dan Pasal 18,
| Pengujian  tentang

konsekuensi |

Informasi Momaor 1

' L 5 s 1T F
i"._r_ { .| .-.; ,,-_'L'

i

——

|
| |




dengan seksama penuh  ketelitian
sebelumk menyvatakan informesi dan

Tahuan 2010

6. Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1
Tahon 2013

dokumentasi publilk terientu
dikecuabkan oleh orang.
Mendokumentasikan informasi

publik dalam bentu Softeapy dan
tempat  penyimpanan  dokumen
daliom bentuk Hardeopy dengan tata
cara scperti mengarsip dokumen
dan dipisahkan sesuai klarifikasi
informasi dan dokumentasi wajib,
secara berkala serta merta dan
setiap saat, perlu dibuat  daftar |
informasi dan dokumentasi vang
dikecualika. '

Menetpakan DIDP secara resmi dan |
mengumumkan kepada masvarakat

Alat Tulis kantor

Mengadakan Rapat dengan
PPID Utama dan FPID
Pembwnta umniuk
menelapkan DIP

Mengunggah PPID ke website resmi
Pemerintah Kabupaten Konawe
mapun melalul saranag informasi
lainnva

Website sarana informasi
lainnyva dimiliki aleh
komponen Pemerintah
Daerah

Secara Do
Berkaln, Serta
Merta dan
Scetap Saat
Setelah DIDP | Surat Setelah
terkumpul Keputusan DIDP
dari PPID DIDP vang ditetapka
Pembantu ditanda tangani | n jika ada
Atasan FPID tambahan
Informasi
baru,
ilibuat SK
untuk
ditetaplka
n
Scielah DIDP | Adanya konten
ditetakan PPID di website
Atasan PPID Pemerintah
Kabupaten
Konawe

ki




. 80P PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

DINAS KOMUNIEASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KONAWE

Momor SOP

‘Tgl Revisi

Tgl PFembuatan

Tgl Efckul

Disahkan Oleh

e b AT ARAR PRGN T GRIART
. PUBLIK
—— ] —_

| Dasar Hu Lr:um

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomeor 61 Tahun 2010
Peraturan komisi Informasi Nomor | Tahun 2010
Peraturan Komisi Informasai Nomor | Tahun 2013

WD B B

| Kualifikasi Pelaksana

[_t‘:EtE_l’kﬂi_t_ﬂ.l]_
1. SOP Pelavanan Informasi Puhlik

2. B0OP Uji Konsekuensi Informasi Publik

3. S0P Penangan Keberatan Informasi Publik
4. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

[ Pr*n nga tan

Peralatan Kelengkapan

1. Komputer/Lektop

2. Lembaran Kena dan Rencana Kena
3. Term Of Reference

4, Alat Tulis Kantor

5. Jaringan Internet

Pencatatan dan Pendataan

-mm——

i () ( NN A O

JORDINASI |
—



i ST F-TJE‘-H = = Pendukung :
Komponen
Bagian PPID dan
L S Pomohon | o itousl | PPID e Kelengkapan| Wakin Output Eatamngan
Informasi PPID P Peranghkat
| Pembantu
; Daerah
1 | Pemohon Informasi dapat I (1} Formulir | Pada hari Farmulir
menyampaikan permohonan Permohonan | dan jam Permohona
informasi vang dibutuhkan baik [nformasi kerja untuk | ninformasi
secara langsung dan tidak langsung. -J yviang tersedin | pemobion wintig telul
L di meja informasi diisi
pelayanan BECATH lengkap
FPID atau langsung dan
yang dan setinp dilampiri
ditampilkan saal uniuk Totocopy [
di website, pemohon BUAT
(2] Folocopy | informasi identitas
atau scan secara tdak | din (NIK]
identitas dinn | langsung
INIK] dan
pemolon
| S informasi I
2  Melakukan registrasi berkas Semua dara- | Pada har | DIP vang
permohonan informasi publik, Jika dlata dan jam telah '
dokumen/informasi yang diminta pemohon kera untuk | tersusun
telah termasuk dalam DIP dan informisi pemohon dalam
dimiliki olch meja informasi atau , disimpan informasi bentuk
sudah terdapat di website PPID, maka "'-i dalam SECATA hardcopy
langsing diberikan kepada pemohon ' bentuk langsung dan
informasi atau bisa langsung diunduh hardeopy dan | dan setiap softcopy
oleh pemohon informeasi, Jika softcopy sdal untuk
informasi/dokumentasi yang diminta [z o hoin
belum termasuk dalam DIP, maka informasi
berkas permohonan disampaikan secara tidak
kepada PPID atau PPID Pembantu, langsung




3

| PPID meminta kepada komponen

atau Perangkal Dacrabh untuk
memberikaninformas] atau dokumen

yang sudah enmasuk dalam DIF,

kepada PPID untuk diberikan kepada
pemchon informasl. Komponen atan
Perangkat Daerah memberikan
informasi atau dokumen yang
dimaksud kepada PPID atau PPID
Pembantu.

Memherﬂmn'ﬁirummﬁ atau dukutm:n i

vang diminta oleh pemohon informasi
vang telah menandatangani tanda
bukti penerimaan informasi atau
daokumen.

F

| DIP yange 1O (acpululy)  DHP |
telal hari kerja
ditetapkan sejnk
ileh permotionan
komponen informasi
- alail diterima oleh
|
Daerah
Informasi Perpanjangan Informasi
L FITF permiohonan | publik
Dokumen informasi yang
Yang adalah diminta
diminta oleh | 7 (tujuh) hari | oleh
pemohon ketin pemohon
informasi Anformasi

|.-|__.

"DLMF"EJH“—!T
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C. S0P UL KONSEKUENS] INFORMAS]T PURLIK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
HEABUPATEN KEONAWE

| Nomor SOP
' Tgl Pembuatan

 Tgl Revisi

 Tgl Efekiif

| Disahkan Oleh

Nama SOP SOP UJ1 KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Undang-Undang Momor 23 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

e

Keterkaitan = —
1. S0P Pelayanan Informasi Publik

2. SOP Un Konsekuensi Informasi Publik

3. S0P Penangan Keberatan Informasi Publik

4. S0P Fasilitas Sengketa Informasi

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Disimpan Dalam Berntuk Saf _ Hardcopy N
B DADAE HONROINASI
— E 1 } B LR ET 13 L

Kompurer/ Lektop
Lembaran Kena dan Rencana Kerja
Term Of Reference

Alat Tulis Kantor

Jaringan Intermet

L -

n

e

| my




i Pelaksana B - Pendulkung
| mmm. Tim Komponen
e - dun pPIp | Pertimbangan atan Pemohon | Kelengkapan|  Waktu | Output | TereAEAD
Pembanta Pelayanan Perangkat
Informasi Daerah

1 Melakuknn kajian atas (Berkas Sctiap saat | Berkas
informasi/dokumen vang tidak permolnnan permahona
termasuk dalam DIP dengan Infromasi/ i TisFarnicind
melibatkan Tim Pertimbangan -| dokumen vang telah
Pelayanan Informasi, e dari i

| Pemohon diisi

| Informasi lengkap

| informasi dan

| dilampir
| fotocopy /sca

n
dentitas din
(NIK))

2 | Memberikan pertimbangan atas | Dasar hukum:| Pada hari Surat
informasi,/ Uy dan jam Keputusan
dekumen vang dimaksud vangbersifat KIP 14 Tahun | keria Tim
rahasia berdasarkan UU, kepatutan "-_‘ 2008 diin Pertimban
dan kepentingan umum, y— PHRK] gat

I Tahun 2010 D apanan.
ormasi
| PARAF KOO




Menvampaikan kepada PPID atas o5 Informasi/ Pada hari | Informasi/
status informasi/ dokumen yang dokumen dan jam dokumen dari
diminta pemohon informasi, apakah vang telah kerja, komponen
termasik rahasia atau werbuka, Jika g'&iﬂ?ﬁ: T;ﬁmmm ;:::‘:nﬂkﬂl
informasi/dokumen vang dimaksud it sepulish) Dk
adalah terbuka, maka PPID pubilik hari kerja,
memerintahkan kepada selik

komponen/ Perangkat Daerah untuk permohona
menyerahkan informasi/ dokumen -\ n informasi

Tim Pertimbangan Pelayanan leregistrasi

Informasi dinyatakan rahasia, maka

PPID membuat surat penalakan

kepada pemohon informasi,

Memberikan informasi vang [nformasi/ Maksimal | Informasi
diminta oleh pemohon informasi Dokumen diberikan | publik

dengan menandatangani tanda bukti
penerimaan alau memberikan surat

penolakan kepada pemohon jika status

informasi/doltumen dinyatakan
rethiasia.

vang diminta
aleh
Pemohion
[mforméasi
atau surat
penolakan
jikea
informasi f
dokumen
tersebut
dikategorika
n rahasia
informasi

dan gk

perpanjang | yang

AN | diminta
pemenuhan | oleh Pemohon
permohona | Informasi
ninformasi | @tau surat
selama 7 penolakan
(tujuh) hari

sejek

pemberitah

uan

tertulis

diberikan

’ PARAF KOORDINASI |
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. |[OP PENANGANAN KERERATAN INFORMASI PUBLIK

' Nomor SOP
Tel Pembuatan
| Tgl Revisi
 Tgl Efektif
Disahkan Oleh
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Nama SOP SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI
KABUPATEN KONAWE PUBLIK
Dasar Hukum  Kualifikasi Pelaksana =
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013
4. Peraturan Pemernintah Nomor 61 Tahun 2010
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
&. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
 Keterkaitan = == Peralatan Kelengkapan i o ]
1. SOP Pelayanan Informasi Publik 1. Kemputer/Lektop
| 2. BOP Uji Konsekuensi Informasi Publik 2. Lembaran Kena dan Rencana Kerja
| 3. SOP Penangan Keberatan Informasi Publik 3. Term Of Reference PARAE
4. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi 4. Alat Tulis Kantor E—_“ " KOORDINAS]
5. Jaringan Internet b" i
t— e, —— — e —— p——le i P |
| Peringatan Pencatatan dan Pendataan =

Disimpan Dalam Bentuk Soltcopy dan Hardcopy




Pelaksana B Pendukung
| PPID atau
Kegiatan Pemohon  Bagian PPID Atasan X Waktu Heteranga
Informasi Registrasi o PPID tagagen i e n
Pemohon Informasi (1) Formulir Pada hari dan | Formulir
menvampaikan pengajuan Penpajunn jam kerjn pengnjunm
keberatan atas Udak terlayaninya | | Keberatan keberatan
permohonan informasi yang - Informasi pelavanan
dibutuhkan melalui : (1] datang “_W_J | Publik yang informasi
langsung dan mengigi formulir tersedia di meja publik vang
permohonan pengajuan keberatan pelavanan PPID telah didsi
informasi publik dengan atau lengkap dan :
melengkapi fotocopy identitas dird ditampilkan i dilampiri
(NIK], {2) melahii website dengan website dan fotocopy / scan
mengis! formulic yvang telah dapat diunduh, identitas dir
diunduh dan menyvertakan scan (2) Fotocopy (NIK]
identitas diri (N1K] kemudian atau
dikirim ke alamat email PPID vang scan identitas
tertera di website, 3] mengirim fax diri (NIK) dari
formulir permohonan infornasi pemohon
vang telah diisi lengkap disertal YANE
dengan fax identitas diri {NIK) ke mengajukan
nomor fax PRI, keberatan
Melakukan registrasi formulie Semua data- Pada hari dan  Dafiar
pengajuan keberatan pelayanan data pemobon jam kerja pergajuan
informasi dan menvampaikan informeasi keberatan
pengajuan keberatan kepada l-- .'=-. disimpan dalam pelayanan
Atasan PPID — bentuk informasi yang
hardcopy dan telah di-file
softcopy dalam bentuk

r M

—a

hordeopy dan |




pemobon informasi. Jika informasi

surat penolakan

| penolakan

3 | Memerksa formulir pengajuan Berkas Pada hari dan | Daftar surat |
keberatan dari Para Pemohon pPCOgdjuan jam kerja yvang harus '
Informasi dop memerintahkan keberntan diberikan
FFID dan PPID Pembantu untuk = pelayanan kepada PPID
menjawab permohonan informasi | - informasi yang dan PPID

_— telah diisi Pembantu
lengkap

4 | Memedntahkan kepada PPID dan (1) Berkas | Pada hari dan | Surat perimah
PPID Pembantu untuk memenuhi pengajuan jam kerja tertulis
permintaan nformasi dar keberatan kepada PPID
Pemohon Informasi. pelavanan dan PPID

-j-— informasi Pembantu
vang telah diisi untuk
lengkap, memeanuhi
(2] TP vang permintaan
telah pemohon
divmumbkan informasi

yang
mengajukan
keberatan
pelayanan
informasi
publik

5 | Memberikan miormasi vang Dokumen, infor | Pada hari dan | Informasi
diminta olech pemohon informasi mast jam kera publik
kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud vang diminta
vang dimaksud telah masuk DIF, -| olch Pemohon oleh Pemohon
Atasan PPID akan menjawab Informasi atau Informasi atau
pengajuan keberatan kepada reknmendasi surat

A T -
J_F'- 'AF KODRDINAS] |
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yang diinginkan pemohon dari PPID atau kepada
informasi tidak termasuk dalam FPID Pemohon
DIP yang telah diumumkan, karena Frembantu Informasi
informasi belum tersedia atau karena
termasuk informasi vang informasi yang
dikecualikan, maka diberikan diminta
sural penolakan kepada Pemohon merupakan
Informeasi. informasi vang

dikecualikan

_PARAF KOORDINAS]
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E. S0P FASILITASI SENGKETA INFORMASI

Nomor S0P —
Tgl Pembuatan
Tgl Revisi -
Tgl Efelctif =
Disahkan Oleh
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Nama SOF SOP FASILITASI SENGHETA INFORMASI
HKABUPATEN KEONAWE
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana = ————
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013
4. Peraturan Pemerintah Momor 61 Tahun 2010
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
Keterkaitan | Peralatan Kelengkapan =

1. S0P Pelavanan Informasi Publik

2. 530P Uji Konsekuensi Informasi Publik
3. BOP Penangan Keberatan Informasi Publik

4. S0F Fasilitasi Sengketa Informasi

F'Et'i.t'lﬂ_ﬂt&n

Koemputer/Lektop

Lembaran Kena dan Rencana Kenja
Term Of Reference |
Alat Tulis Kantor '
Jaringan Internet ]

[T AR L e

“F_gncatatan dan Pendataan

Disimpan Dalam Bentuk Soltcopy dan Hardcopy




el s

~ Pelaksana Pendukung 1
PPID atan |
No Kegiatan Pemohon Atasan Homisi Keterangan
i | p-T:nt prrziapl P | Helengkapan | Waktu Output .
| | Setiap Pemohon Informasi dapat (1) Formulir | Pada hari dan | Berkas
mengajukan keberatan secara Pengajuan jam kerja, permohon an
tertulis kepada Atasan PPID dalam Keberatan maksimal 10 informasi
walkiu 10 (sepuhih] hari kerja, Informasi Publik | {sepuluh) hari | vang telah
sejak permohonan informasi vang tersedia di kerja, sejak diisi lenglkan
teregistrasi dan diberikan, meja pelavanan permohonan | dan dilampiri
Perpanjangan pemenuhan - PPID atau informasi | fotocopy |
permohonan informasi selama7 SOEES = ditampilkan di eregistrasi sCAn
(tujuh) hari sejak pemberitahuan website dan dapal identitas din
tertulis diberikan dan tidak dapat | diunduh, (NIK)
diperpanjang lagi I (2} Foloeopy atau
I scan identitas
diri [NIK) dari
Pemohon
2 | Atasan PPID menetapkan Tim - o o Bl Tanggapa 1~ =
fasilitasi sengketa informast untuk n tertulis
mengupayakan penyelesaan ¥ dari atasan
sengkrta informasi, vang dibentuk -J PPID perihal
oleh PPID Utama —_— informeas
yang
disenghket
akan
3 | Tim lasilitasi sengketa informasi di Diajukan
ketuai oleh PPID Utama dan dalam waktn
beranggotakan PPID Pembantu paling lambat
J PARAF| KOORDINASI ‘



"terkait, pejabat vang menangani
bidang hukum, pejabat fungsional,
serta JFUyang sesuai dengan
kebutuhan

| 14 [empat

belas) har
kerja setelah
diterimanva
langgapan
tertulis dari
Atasan PPID,

Tim fasilitasi sengketa informasi

melaporkan proses penanganan
sengketa informasi kepada Atasan
PRI

41|

Upaya penyelesaian Senghketa
Informasi Publik diajukan kepada
Komisi Informasi Pusat, Komisi
Informasi Provinsi, Komisi
Informeasi kabupaten /Kota sesual
dengan kewenangannya apabila
tanggapan Atasan PPID dalam
proses keberatan tidak
memuaskan Pemobon Informasi.
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